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P  U  T  U  S  A  N

Nomor  183/Pdt.G/2014/PA.Nnk.

بسم الله الرحمن الرحيم
  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, 

tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, 

tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK   PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 

Desember 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 183/Pdt.G/2014/

PA.Nnk, tanggal   3 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari’at Islam pada 

tanggal 28 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor  -, 

tanggal 9 November 2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sebatik;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun,  kemudian 

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan hingga pisah; 

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan 

hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan 

pertengkaran di sebabkan : 

a. Tergugat punya sifat egois dan Pemarah, kalau marah selalu memukul 

Penggugat;

b. Tergugat juga sering cemburu tanpa alas an yang jelas, padahal 

penggugat tidak pernah bertemu dengan laki laki lain; 

c. Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain;  

5. Bahwa terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran  pada bulan Oktober 

2013, disebabkan Penggugat sakit dan meminta dibuatkan makanan namun 

Tergugat marah dan menendang makanan lalu Penggugat diusir pulang ke 

rumah orang tua Penggugat dari rumah kediaman bersama; 

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah pisah 

tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya 

suami isteri;  

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil;

8.  Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat 

sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

9.  Bahwa perceraian lebih maslahat daripada menerusakan perkawinan, oleh 

karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh 

Penggugat;
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      Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan  

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan  

mediator   sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 9 januari 2015, akan 

tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang tanggal 5 Februari 2015 dan selanjutnya Penggugat 

tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang,  sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat tidak 

mencukupi,  maka Panitera Pengadilan Agama Nunukan telah mengirimkan 

surat  teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W1-A10/223/HK.05/

III   /2015 tanggal 16 Maret 2015 agar Penggugat menambah Panjar biaya 

perkaranya  sampai  dengan  batas  waktu  paling  lama   1 bulan terhitung 

sejak tanggal teguran tersebut; 
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Bahwa Panitera Pengadilan Agama Nunukan telah pula membuat laporan 

kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W17-A10/298/HK.05/IV   /2015  

tanggal 17 April 2015 yang isinya Penggugat sampai batas waktu yang 

ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian  putusan  ini, segala yang dicatat 

dalam berita acara  sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana 

terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan 

dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara dan 

oleh karena panjar biaya perkara  yang dibayarkan Penggugat t idak mencukupi 

dan Penggugat telah pula diberi teguran berdasarkan surat Panitera Pengadilan 

Agama Nunukan Nomor W1-A10/223/HK.05/III /2015 tanggal 16 Maret 2015, 

akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya 

perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak 

bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh 

dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan 

perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register 

perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk 

mencoret perkara tersebut dari register perkara;
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Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka 

semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat 

yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara nomor 183/Pdt.G/2014/PA.Nnk;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.891.000,-  

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu  rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua 

Majelis, H. Fitriyadi., S.H.I. dan Khairul Badri, Lc. masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

pada hari Kamis tanggal 23 April 2015  Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 

Rajab 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim 

Anggota dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrah  sebagai Panitera Pengganti 

serta tanpa hadirnya Penggugat  dan Tergugat;

Hakim Anggota I,.

ttd

H. Fitriyadi., S.H.I. 

Ketua Majelis,
ttd

Drs. A. Fuadi
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Hakim Anggota II,
ttd

Khairul Badri, Lc.

Panitera Pengganti,
                          ttd        

Dra. Wahdatan Nusrah        

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran Rp       30.000,00
2. Biaya Proses Rp       50.000,00
3. Panggilan Rp  1.800.000,00
4. R e d a k s i Rp         5.000,00
5. M e t e r a i Rp         6.000,00
    Jumlah Rp  1.891.000,00

Nunukan, 24 April 2015

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

ttd

                                                                        Drs. Mohamad Asngari
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